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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan
perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah
(menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan
keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh
kehidupan bersama.1 Dalam kata lain perkawinan merupakan sarana untuk
menghalalkan terjadinya hubungan yang intim antara pria dan wanita.
Dengan jalan perkawinan, hubungan biologis tidak lagi menjadi liar dan
dapat tersalurkan dengan baik di dalam satu ikatan yang suci dan sah.
Dalam al Qur’an Allah SWT menyebutkan secara jelas tentang tujuan
perkawinan:







Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.
1 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, (Yogyakarta: elSAQ Press,
2004), hlm. 283.
2Ar-Ruum: 21) 2
Pada prinsipnya perkawinan ditujukan selama hidup dan
kebahagiaan yang kekal dan abadi sebagai pasangan suami isteri yang suci
dan kokoh. Allah SWT menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu
perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang kuat yaitu mitsaqan ghalidzan,3
dalam firman Allah :




Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu
Perjanjian yang kuat” (QS. An-Nisa: 21) 4
Dengan adanya perjanjian yang kuat, diharapkan rumah tangga
tersebut menjadi damai dan teratur, menjadi tempat berlindung, menikmati
naungan kasih sayang dan dapat melahirkan keturunan dan memeliharanya
dalam keadaan dan perkembangan yang baik.
Dalam Undang-undang no.1tahun 1974 tujuan perkawinan adalah
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal1 menegaskan:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
2 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003),
hlm. 324.
3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 8, Alih Bahasa Drs. Moh. Tholib, (Bandung: al-Ma’arif,
1987), hlm. 7.
4 Departemen Agama, Op.cit, hlm. 64.
3tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”5.
Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam
mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu mengahadapi
berbagai goncangan dan hempasan badai dalam rumah tangga. Oleh
karena itu, pemahaman terhadap terhadap konsep keluarga sangat
diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang
tidak memahami akan pentingnya keharmonisan keluarga. Adapun syarat-
syarat utama agar tercapai keharmonisan dalam sebuah keluarga adalah
adanya saling mengerti antara suami istri, saling menerima, saling
menghargai, saling amanah (mempercayai), dan saling mencintai6.
Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar tujuan
mulia dari perkawinan dapat tercapai, yaitu membentuk sebuah rumah
tangga sakinah, mawaddah, warahmah bahagia lahir dan batin.
Ketentraman rumah tangga tidak selamanya harmonis dan kadang-
kadang timbul suatu problem yang menuju pada perpecahan rumah tangga
yang mengakibatkan perceraian.
Pada prinsipnya Islam melarang perceraian, ini dapat dilihat pada
isyarat Rasulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal
yang paling di benci Allah. Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan
bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai pintu
darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga
5 Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang Perkawinan, ( Bandung:  Fokusmedia,
2005), hlm. 1-2.
6 Djarajat Zakiyah, Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga, (Jakarta: Bulan Bintang,
1975), hlm. 9.
4tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya
sebagai alternative terakhir Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya
talak atau perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah
pihak7.
Apabila dalam kehidupan rumah tangga yang didalamnya ada
sebuah komplik yang berujung pada perceraian, anak-anak adalah sosok
yang paling dirugikan. Karena kebahagiaan dan keutuhan keluarganya akan
terampas. Hasil alamiah dari perkawinan adalah lahirnya keturunan. Anak-
anak akan memperkuat hubungan diantara kedua pasangan tersebut.
Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum
muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syaitan yang akan
mendorong seseorang untuk berbuat zina8. Karena banyak sekali dampak-
dampak negatif dari perbuatan ini. Tidak hanya akan menimbulkan
perceraian tetapi juga nasab terhadap anaknya. Anak-anak yang lahir dari
sebuah perkawinan menyandang nama ayahnya.
Seorang suami tidak dapat menolak kodratnya menjadi seorang
ayah. Apabila ada kejadian ayah menolak atau mengingkari anak
kandungnya sendiri tanpa alasan itu adalah sebuah tindakan yang kejam
dan sangat berbahaya bagi masa depan ibu dan anaknya. Tetapi apabila
terjadi keragu-raguan bahwa istrinya tersebut berbuat tidak jujur dan anak
yang dilahirkannya itu bukan dari benihnya melainkan karena
7Ibid., hlm. 269.
8Abdur Rahman I. Doi, Inilah Syariah Islam, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm.
342.
5hubungannya dengan lelaki lain, maka tidak ada sebuah tanggung jawab
moral maupun materiil yang dibebankan kepada suami dari wanita tersebut.
Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan li’an .
Kata li’an adalah mashdar dari akta kerja نعل-نعلی-انعل , bermakna
laknat atau kutukan9. Dinamakan dengan li’an ini karena apa yang terjadi
antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya
sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta10. Sayyid Sabiq menyatakan
bahwa pada hakekatnya li’an itu adalah sumpahnya suami sebanyak empat
kali atas tuduhan zina terhadap istrinya kemudian dilanjutkan dengan kata-
kata “Murka Allah atas dirinya jika tuduhan itu benar ”11.
Abu Hanifah mendefinisikan li’an sebagai berikut:
 مئاق جوزلا بناج يف ھنأو ،بضغلابو نعللاب ةنورقم نامیلأاب ةدكؤم ةداھش ناعللا نأ
انزلا ّدح مئاق اھبناج يفو ،فذقلا ّدح ماقم12.
Artinya: “Li’an adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan
sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan
kesaksian istri disertai dengan ghadab, yang menduduki
kedudukan had qodzab pada suami dan menduduki kedudukan
had zina pada hak istri.
Bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, ada satu jenis
sumpah, yaitu sumpah li’an. Sumpah li’an ini berlaku khusus dalam
9Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah,
1990), cet ke-8, hlm. 398.
10 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011),
hlm. 481.
11Sayyid Sabiq, Op. cit ., hlm. 126.
12‘Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, Bada’i al Shana’i, (Beirut, Libanon; Dar al-Kutub
al-Ilmiah, t.th), hlm. 44.
6perkara perceraian karena alasan zina, dan ini pun terbatas hanya dalam
cerai talak, tidak berlaku dalam perkara cerai gugat. Sumpah li’an ini dapat
digolongkan ke dalam sumpah tambahan (pelengkap) disebabkan sumpah
li’an dilaksanakan atas perintah hakim setelah hakim menilai pihak suami
mempunyai bukti permulaan atau sekurang-kurangnya hakim berpendapat
bahwa pemohon yang lebih tepat meneguhkan keterangannya dengan
sumpah li’an13.
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 127 diatur tata cara li’an,
yaitu sebagai berikut:
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau
pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-
kata “Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau
pengingkaran tersebut dusta”.
b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan
sumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran
tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata
“Murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran
tersebut benar”.
c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b,
maka dianggap tidak terjadi li’an
13A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2004), hlm. 188-195. hlm.196.
7Merupakan suatu hal yang sangat sulit bagi seseorang yang tidak
bisa berbicara (bisu) untuk melakukan semua ketentuan-ketentuan di atas,
yaitu mengucapkan sumpah li’an. Dalam hal ini masih ada perdebatan
dikalangan para ulama mengenai permasalahan ini. Menurut Imam Abu
Hanifah orang yang tidak dapat berbicara atau bisu tidak boleh berli’an
karena Imam Abu Hanifah menggolongkan li’an kedalam bentuk syahadah
(kesaksian). Sehingga orangyang dianggap sah atau boleh li’annya adalah
orang-orang yang dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan orang bisu
bukanlah orang ahli bersaksi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab
Bada’i al Shanai’ karya ‘Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, sebagai
berikut:
إ كلام لاقف ،سرخلأا ةنعلام يف ءاملعلا فلتخ ّيعفاشلاو : ّحصی نمم ھنلأ،نعلای
كلاذ مھف اذإ ،هؤلایإو هراھظو ھقلاط .ةفینح وبأ لاقو : لھأ نم سیل ھنلأ ،نعلای لا
ناعللا ركنیف ھناسلب قطنی دق ھنلأو ،ةداھشلا14.
Artinya: “Ulama berbeda pendapat dalam masalah li’an bagi orang bisu,
Malik dan Syafi’i berpendapat: Boleh berli’an, karena bahwa
sanya orang bisu sah melakukan thalak, zihar dan ila’, apabila
yang demikian dapat dipahami. Sedangkan menurut pendapat
Abu Hanifah: Tidak sah li’annya, karena orang yang bisu bukan
termasuk orang yang pantas untuk menjadi saksi, dan tidak
dapat berbicara dengan lisannya maka li’annya di tolak (tidak
diterima).
Dalam kitab al-Mabasuth karya Syamsuddin al Syarkhosi, juga
14 ‘Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, Op.cit., hlm. 46.
8terdapat pembahasan tentang li’an bagi orang bisu, sebagai berikut:
 لاو ّدح لاف ریغص وأ ةریغص يھو اھفذق اذإناعل ، وا انونجم امھدحأ ناك نا كلاذكو
 بجوی لا ھفذقف سرخلأا وھ جوزلا ناك اذا اما سرخأ امھدحأ ناك نا كلاذكو اھوتعم
دنع ناعللا لاو دحلاان15.
Artinya: “Menurut kami (Hanifiyah): Apabila suami menuduh istrinya
berzina yang masih kecil maka tidak ada had dan li’an, dan
seperti itu juga jika salah satu keduanya gila atau kurang akal,
atau salah satu keduanya bisu, adapun jika suami yang bisu
maka tuduhannya tidak diwajibkan had dan li’an.
Dalil yang dijadikan pijakan madzhab Hanafi yaitu, bahwa li’an
adalah persaksian, maka disyaratkan pada li’an tersebut sebagaimana yang
disyaratkan pada persaksian, karena Allah menamai mereka sebagai orang-
orang yang bersaksi16, berdasarkan firman-Nya:
...

...
Artinya: “...Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan
nama Allah...”(Qs. An-Nuur: 6)17.
Selain dalil di atas Imam Abu Hanifah juga menggunakan Hadist
Ibnu Abbas, yaitu:
...ص يبنلاو دھشف للاھ ءاجف.م . لوقی : ،بذاك امك دحا ّنأ ملعی الله نإ امكنم لھف
تدھشف تماق مث ؟بئات...
15Syamsuddin as-Syarkhasi, al-Mabasuth, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th),
hlm. 42.
16 Ibnu Rusyd, Terjem. Bidayah al-Mujtahid, Juz II. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
hlm. 235.
17Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Op. cit., hlm. 279.
9Artinya: “...lalu Hilal datang dan mengucap kesaksian, sedangkan Nabi
Saw., bersabda: sesungguhnya Allah Maha Tahu, jika salah
seorang diantara kamu ada yang berdusta. Apakah ada salah
seorang diantara kamu ini ada yang bertaubat? Kemudian
istrinya berdiri lantas bersaksi...”18.
Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan
bahwa orang yang bisu dibolehkan untuk melakukan li’an jika bisa
dipahami maksudnya19. Imam Hambali juga sama pendapatnya dengan
Imam Malik dan Imam Syafi’i yaitu beliau (Imam Hambali) berpendapat
apabila isyarat li’an dari orang bisu atau tulisannya dapat dipahami maka
sah li’annya20.
Dalam al-Qur’an, Allah Swt juga memberikan petunjuk bagi orang
yang tidak dapat berbicara (orang bisu) menggunakan isyarat dalam
melakukan suatu tindakan. Firman Allah Swt :
 






Artinya: “Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa istriku telah
mengandung)". Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak
dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali
18 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz v, Dar al-Fikr, (Lebanon: Beirut, t.th), hlm. 178.
19 Ibnu Rusyd, Op.cit,. hlm. 236.
20 Imam Hambali, al-Mugni’, (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, t.th), hlm. 254.
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dengan isyarat...”(Q.S: Ali Imran: 41)21.
Namun pendapat Imam Abu Hanifah ini masih perlu untuk
dilakukan pengkajian. Karena di dalam hukum Islam atau kita melihat
konsep mukallaf, maka orang bisu termasuk dalam kategori seorang
mukallaf yang dapat dikenai taklif hukum.
Dalam konsep mukallaf salah satu syaratnya adalah berakal dan
tingkat keberakalan seseorang itu diukur dari kedewasaannya. Sehingga
walaupun orang yang berli’an tersebut adalah orang bisu tetapi selama ia
(orang bisu) berakal dan sudah dewasa maka ia (orang bisu) termasuk
orang yang cakap hukum. Jadi, apabila mengacu pada pendapatnya Imam
Abu Hanifah yang melarang adanya li’an yang dilakukan olehorang bisu
lalu bagaimana dengan orang bisu yang mengetahui bahwa istrinya telah
berzina? Berawal dari hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk
mengangkat permasalahan tersebut sebagai kajian skripsi dengan judul
“STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
LI’AN BAGI ORANG BISU”.
B. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas,
maka penulis membatasi masalah dengan meneliti:
1. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang tentang li’an yang dilakukan oleh
orang bisu.
21Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Op. cit., hlm. 279.
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2. Metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum
tidak sahnya li’an yang dilakukan oleh orang bisu.
3. Analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang li’an yang
dilakukan oleh orang bisu.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan dari
batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang li’an yang dilakukan
oleh orang bisu?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Imam Abu Hanifahdalam
menetapkan hukum tentang li’an yang dilakukan oleh orang bisu?
3. Bagaimana analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang
li’an yang dilakukan olehorang bisu?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang li’an
yang dilakukan oleh orang bisu.
b. Untuk mengetahui secara mendalam metode istinbath hukum Imam
Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang li’an yang
dilakukan oleh orang bisu.
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c. Untuk mengetahui analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah
tentang li’an yang dilakukan oleh orang bisu.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana
Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum di Universitas
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian
Fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu
Hukum.
c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga
kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum secara
khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif
Kasim Riau secara umum.
E. Metode Penelitian
Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, agar
penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada
permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini memakai metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam  penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian
kepustakaan (Library Research), yaitu serangkaian kegiatan yang
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
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mencatat serta mengolah bahan penelitian22, yaitu dengan
mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan
karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan
skripsi ini.
Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut,
tentunya penulis menggunakan pendekataan normatif23dalam
menafsirkan beberapa teks al-Qura’an dan Hadist yang berkenaan
dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang li’an yang dilakukan
oleh orang bisu.
2. Sumber Data
Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data
diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Yaitu sumber yang memberikan data langsung dalam mengulas
permasalahan li’an yang dilakukan oleh orang bisu. Adapun sumber
data primer dalam penulisan skripsi ini adalah kitab al-Mabasuth
karya Syamsuddin as-Syarkhasi, kitab Bada’i al-Shanai’
karya‘Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, dan  kitab mukhtashar al-
Qudri fi fiqh al-Hanafi karya Ibn Jakfar.
22 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2004), hlm. 3.
23 Pendekatan Normatif adalah pendekatan terhadap kepustakaan atau studi dokumen.
Pendekatan dilakukan sebab lebih banyak menekankan terhadap data yang diperoleh secara
langsung dari bahan-bahan pustaka. Lihat Mukti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Ahmad,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1,
2010), hlm. 34-35.
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b. Sumber Sekunder
Merupakan literatur penunjang dan sebagai referensi pelengkap.
Dalam karya ini yang digunakan adalah kitab-kitab karangan ulama
lain maupun buku-buku sejarah yang masih berkaitan dan relevan.
Di antaranya adalah al-Umm karya Imam as-Syafi’i, al-
Mudawwanah al-Kubra karya Imam Malik, Bidayatul Mujtahid
karya Ibnu Rusyd , Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, Kitab al-Fiqh
A’la al-Mazhabi al-Arba’ah karya Abdur Rahman al-Jazairi, Fiqh
Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhali dll.
3. Metode Pengumpulan Data
Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan
menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai
relevansi dengan kajian ini.
4. Metode Analisis Data
Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode
pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya
penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode
sebagai berikut:
a. Metode Deskriptif Analistis, yaitu berusaha memaparkan secara
jelas ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, dan berangkat
dari pemaparan tersebut penulis menganalisisnya seobyektif
mungkin, yaitu memaparkan kelemahan dan kelebihannya dengan
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lebih menitik beratkan pada metode istinbath hukum yang
digunakan oleh Imam Abu Hanifah tentang li’an yang dilakukan
oleh orang bisu.
b. Metode Conten Analisis, yaitu metode yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis
terhadap apa yang diselidiki24. Metode ini akan penulis gunakan
pada Bab IV mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang li’an
yang dilakukan oleh orang bisu.
5. Teknis Penulisan
Adapun teknis penulisan yang penulis pakai adalah:
a. Induktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk
selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat
umum.
b. Deduktif, yaitu pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian
dianalisa, yang akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus.
c. Komparatif, yaitu penelitan yang bersifat membandingkan.
Penelitan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan
perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang
diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
F. Sistematika Penulisan
24 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991),
hlm. 49.
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Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, di mana dalam
setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, Yaitu:
BAB I: PENDAHULUAN
Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode
penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH
Dalam bab ini menguraikan tentang biografi Imam Abu Hanifah
yang meliputi latar belakang dan karya-karya Imam Abu
Hanifah, diakhiri dengan metode istinbath hukum Imam Abu
Hanifah.
BABIII: TINJAUAN UMUM TENTANG LI’AN
Pembahasan dalam bab ini diawali dengan pengertian li’an dan
permasalahan yang terkait dengannya, dasar hukum li’an , syarat
dan rukun li’an, sebab-sebab li’an dan akibat hukum li’an.
BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
LI’AN BAGI ORANG BISU
Dalam bab ini membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah
tentang li’an bagi orang bisu, metode istinbath hukum Imam
Abu Hanifah tentang li’an bagi orang bisu, dan analisis
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terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang li’an bagi orang
bisu.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
